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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

diuraikan pada setiap bab sebelumnya mengenai Peran Ninik Mamak 

dalam Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 

Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan 

Ketahanan Keluarga, maka penulis dapat menarik beberapa 

kesimpulan yang menjawab rumusan dan pertanyaan penelitian 

sebagaimana telah dipaparkan, sebagai berikut: 

1. Dasar hukum yang melibatkan Ninik Mamak dalam 

ketahanan keluarga pada aspek pencegahan perceraian 

dapat ditemukan secara eksplisit dalam Bab III Pelaksanaan 

huruf c serta Pasal 22 ayat 1 dan ayat 2 huruf c Peraturan 

Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2018 

Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan 

Keluarga, yang menempatkan ninik mamak sebagai salah 

satu unsur masyarakat yang berperan serta dalam 

penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga. 

Ketentuan tersebut secara tegas menjelaskan bahwa peran 

ninik mamak antara lain memberikan bimbingan, nasihat, 

dan pertimbangan dalam upaya penyelesaian permasalahan 

keluarga dalam rangka pencegahan perceraian.  

2. pemahaman Ninik Mamak Nagari Persiapan Pekonina 

terhadap Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 masih 

tergolong rendah pada tataran normatif. Hasil wawancara 

dengan informan Arsal, Wakil Datuak Rajo Nan Baso, 

menunjukkan bahwa hingga saat ini Kerapatan Adat Nagari 

(KAN) Kecamatan Pauh Duo belum pernah menyampaikan 
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sosialisasi maupun arahan mengenai substansi Peraturan 

Daerah Provinsi Sumatera Barat kepada ninik mamak di 

tingkat nagari, termasuk di Nagari Persiapan Pekonina yang 

KAN nya masih bergabung dalam satu KAN Kecamatan. 

Kondisi ini menunjukkan lemahnya jalur komunikasi 

struktural antara KAN Kecamatan dan ninik mamak di 

tingkat nagari, sehingga Ninik Mamak Pekonina 

menjalankan perannya semata-mata berdasarkan 

pengetahuan dan kebiasaan adat yang diwariskan secara 

turun temurun, bukan atas dasar pemahaman terhadap 

regulasi formal.  

Meskipun pemahaman normatif terhadap Peraturan Daerah 

Provinsi Sumatera Barat masih minim, secara praktik Ninik Mamak 

Nagari Persiapan Pekonina telah menjalankan perannya dalam 

pencegahan perceraian melalui tiga tahapan yang berjenjang: 

1) Tahap pertama adalah menasehati kemenakan agar mampu 

menyelesaikan permasalahan rumah tangganya secara 

berdua terlebih dahulu dan tidak gegabah mengambil 

keputusan yang berujung pada perceraian.  

2) Tahap kedua adalah anjuran berpisah kamar sebagai upaya 

meredam emosi kedua belah pihak sebelum konflik semakin 

memuncak.  

3) Tahap ketiga adalah mediasi yang melibatkan orang yang 

lebih berilmu atau Ninik Mamak dari pihak suami maupun 

istri, sebagaimana tercermin dalam falsafah adat basurek ka 

nan tuo, batanyo ka nan tau. 

Analisis penulis dari perspektif Maqashid Syari'ah, keseluruhan 

peran Ninik Mamak dalam mencegah perceraian tersebut merupakan 

manifestasi dari upaya menjaga lima pokok kemaslahatan (al-kulliyat 
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al-khams), khususnya hifzh al-nasl yaitu menjaga keturunan sebagai 

dimensi yang paling langsung berkaitan dengan topik penelitian ini, 

selanjutnya hifzh al din melalui nasihat berbasis nilai keislaman, hifzh 

al-nafs melalui pendampingan psikologis, hifzh al-'aql melalui 

musyawarah untuk mendinginkan konflik, dan hifzh al-mal melalui 

penyelesaian sengketa harta pusaka yang kerap menjadi pemicu 

perselisihan rumah tangga.  

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa 

saran sebagai berikut:  

1. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kerapatan 

Adat Nagari KAN Kecamatan Pauh Duo, perlu dilakukan 

sosialisasi yang lebih intensif dan berjenjang mengenai 

substansi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 kepada 

ninik mamak di tingkat nagari.  

2. Ninik Mamak Nagari Persiapan Pekonina, disarankan untuk 

terus mempertahankan dan mengembangkan metode 

pencegahan perceraian yang telah berjalan selama ini, yaitu 

nasihat, anjuran pisah kamar, dan mediasi berjenjang, 

sekaligus mendokumentasikan setiap penyelesaian sengketa 

keluarga secara tertulis agar dapat menjadi rujukan dan 

bukti kepatuhan hukum di kemudian hari, baik bagi 

kepentingan internal kaum maupun bagi pelaporan kepada 

instansi terkait.  

3. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KB, 

PP&PA), perlu dilakukan penguatan basis data dan arsip 

kebijakan lintas periode kepemimpinan, agar keberlanjutan 

program ketahanan keluarga tidak terputus akibat 

pergantian pejabat.  
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penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan 

kontribusi pemikiran bagi pengembangan kajian hukum keluarga 

Islam, khususnya dalam mengintegrasikan hukum adat Minangkabau, 

hukum positif daerah, dan nilai-nilai Maqashid Syari'ah, sekaligus 

menjadi bahan evaluasi bagi pemangku kepentingan dalam 

mengoptimalkan peran Ninik Mamak sebagai mitra strategis 

pembangunan ketahanan keluarga di Provinsi Sumatera Barat. 
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